
 

 

 

 

 

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

NOMOR 854/UN40/PL.05.03/2026 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 823/UN40/PL.05.03/2026 

TENTANG PENETAPAN NAMA GEDUNG  

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

 

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kekeliruan dalam penulisan nama 

Gedung dan penambahan nama Gedung maka Lampiran Keputusan 

Rektor Nomor 823/UN40/PL.05.03/2026 tentang Penetapan Nama 

Gedung di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia perlu ditinjau 

kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas 

Keputusan Rektor Nomor 823/UN40/PL.05.03/2026 tentang 

Penetapan Nama Gedung di lingkungan Universitas Pendidikan 

Indonesia; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta 

Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5509); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan 

Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 8 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan 

Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6461);  

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana 

telah diubah beberapa  kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali 

Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima 

Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 

tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;  

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 

tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 

Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan 

Indonesia Periode 2025-2030; 

7. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang 
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Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia; 

8. Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2025 tentang Standar Sarana dan 

Prasarana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; 

9. Keputusan Rektor Nomor 823/UN40/PL.05.03/2026 tentang 

Penetapan Nama Gedung di lingkungan Universitas Pendidikan 

Indonesia; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 823/UN40/PL.05.03/2026 TENTANG 

PENETAPAN NAMA GEDUNG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 

PENDIDIKAN INDONESIA. 

 

KESATU : Memperbaiki Lampiran Keputusan Rektor Nomor 

823/UN40/PL.05.03/2026 tentang Penetapan Nama Gedung di lingkungan 

Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan Rektor ini.  

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 24 April 2026 

REKTOR, 

 

 

 

 

 

 

DIDI SUKYADI 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

NOMOR 854/UN40/PL.05.03/2026 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 

823/UN40/PL.05.03/2026 TENTANG PENETAPAN NAMA GEDUNG  

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

 

NAMA GEDUNG 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

 

No 
NAMA GEDUNG  

(SEMULA) 

NAMA GEDUNG  

(MENJADI) 

1.  Partere/M Isolo de Vivo Partere/M Isolo de Vivo 

2.  Achmad Sanusi Achmad Sanusi 

3.  Gedung Arsip Gedung Arsip 

4.  M. Nu’man Somantri (FPIPS) M. Nu’man Somantri (FPIPS) 

5.  Gedung Garnadi (FPEB) Gedung Garnadi (FPIPS) 

6.  M. Fakry Gaffar (FPBS) M. Fakry Gaffar (FPBS) 

7.  Gedung Kebudayaan Gedung Kebudayaan 

8.  Geugeut - Winda Geugeut - Winda 

9.  Gedung SMA Lab Shool Gedung SMA Lab Shool 

10.  Gedung SMP Lab Shool Gedung SMP Lab Shool 

11.  Balai Bahasa Balai Bahasa 

12.  LPPM Harsojo 

13.  Gedung PPPG-UPI 
Gazali Soerianatasoedjana (PPPG – 

UPI) 

14.  Museum Pendidikan Nasional UPI 
Sunaryo Kartadinata (Museum 

Pendidikan Nasional UPI)  

15.  Gedung Pascasarjana  
Roeslan Abdulgani (Gedung 

Pascasarjana) 

16.  University Center 
Sadarjoen Siswomartojo (University 

Center) 

17.  Perpustakaan Perpustakaan 

18.  Gedung FPMIPA B M. Abdul Kodir (FPMIPA B) 

19.  FIP Baru Furqon (FIP) 

 

 

REKTOR, 

 

 

 

 

 

 

DIDI SUKYADI 
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